
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kata korupsi berasal dari istilah Latin corruptio atau corruptus. Kata 

corruption memiliki berbagai makna, termasuk tindakan yang merusak atau 

menghancurkan. Selain itu, kata tersebut juga dapat diartikan sebagai kebusukan, 

keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, kerentanan terhadap suap, dan 

ketidakmoralan. 

Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan atau penggelapan dana negara yang 

berasal dari masyarakat. Praktik tersebut telah menyebar ke berbagai bidang 

kehidupan sosial, sehingga terlihat sebagai kebiasaan yang sudah mendarah 

daging dan sulit diberantas dalam rutinitas sehari-hari.
1
 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (yang merupakan amandemen dari 

UU Nomor 31 Tahun 1999) tidak hanya menyatakan bahwa korupsi merugikan 

keuangan negara, tetapi juga mengklasifikasikan berbagai tindakan lain sebagai 

bentuk korupsi, termasuk suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, 

perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, dan 

gratifikasi.
2
 

Dalam konteks pemerintahan desa, Kepala Desa berperan sebagai pemimpin 

pemerintahan  desa  yang  mengarahkan  pelaksanaan  administrasi  desa.  Ia 

 

1
 Hamzah,Herdiansyah,Politik Tanpa Korupsi,Cirebon-Jawa Barat:CV Rumah Pustaka,2021, 

hlm.2 
2
 Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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bertanggung jawab kepada masyarakat desa serta pemerintah di tingkat yang lebih 

tinggi. Selain itu, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk mengelola urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan.
3
 Dalam rangka 

mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Kepala Desa diberi 

wewenang untuk mengurus dan memanfaatkan keuangan dan aset desa, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
4
 

Tindakan korupsi kini telah menyebar luas dan melibatkan berbagai sektor 

sosial, dengan Kepala Desa menjadi salah satu pihak yang sering terjerat dalam 

kasus pidana ini. Padahal, berdasarkan amanat Pasal 26 ayat (4) huruf i Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang Kepala Desa sebagai 

pemimpin pemerintahan desa memikul tanggung jawab krusial, salah satunya 

adalah dalam mengelola keuangan dan aset desa sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
5
 

Salah satu bentuk korupsi yang menjadi perhatian publik dalam beberapa 

tahun terakhir adalah penyalahgunaan Dana Desa (DD) oleh aparatur 

pemerintahan desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di tingkat desa, justru kerap 

diselewengkan oleh oknum kepala desa dengan berbagai modus. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih sangat rentan terhadap 

 

3
 Rahma Wati,dkk,Analisis Tugas dan Fungsi Kepala Desa Beserta Badan Permusyawaratan 

Desa dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat,Jurnal Manajemen Riset Inovasi(studi 

kasus desa silungkang duo kota sawahlunto),Vol.1,No.1,Januari 2023,hlm.4,Doi:https://doi.org/ 

10.55606/mri.v1i1.626 
4
 Fazir Ramli, S.P.,C.PS,Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kepala Desa terbaru menurut 

Undang-Undang Desa.21 Februari 2024,https://gunci.digitaldesa.id 
5
 Nur Kholis. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan 

Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 

2001.https://jdih.banyuwangikab.go.id 

https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.626
https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.626
https://gunci.digitaldesa.id/
https://jdih.banyuwangikab.go.id/
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praktik korupsi, baik karena lemahnya pengawasan maupun kurangnya 

pemahaman aparat desa terhadap mekanisme keuangan negara. Kondisi tersebut 

menjadi perhatian serius karena pemerintahan desa merupakan garda terdepan 

dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran pembangunan. 

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah 

perkara kepala Desa Petanang, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, 

yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana 

Desa dari tahun 2019 hingga 2023, sebagaimana tertuang dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg. Dalam 

perkara ini, terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan selaku kepala desa 

dengan secara pribadi tanpa mekanisme pelaporan keuangan yang sah. Audit 

Inspektorat Kabupaten Muara Enim menemukan kerugian keuangan negara 

sebesar Rp 1.229.911.737,- (satu miliyar dua ratus dua puluh sembilan juta 

sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga tujuh rupiah), akibat tidak 

tersalurkannya dana sesuai peruntukan dan adanya laporan fiktif. 

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, Majelis Hakim 

memutus bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1), dan 

berdasarkan Pasal 3 yaitu karena menyalahgunakan kewenangan, bukan 

melakukan perbuatan melawan hukum secara langsung. 

Penerapan Pasal 3 sebagai dasar pemidanaan dalam perkara dengan nilai 

kerugian negara besar, ini menimbulkan kontroversi yuridis, karena pasal tersebut 
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memiliki ancaman pidana lebih ringan dibanding pasal 2. Perbedaan ini 

menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hakim telah tepat dalam menilai 

unsur mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan) terdakwa, serta apakah 

pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan prinsip asas keadilan. 

Penelitian mengenai tindak pidana korupsi Dana Desa selama ini lebih 

banyak menyoroti aspek penyebab korupsi, mekanisme pengawasan, serta 

penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi secara normatif. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam hal 

analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam membedakan penerapan 

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, khususnya dalam perkara korupsi Dana 

Desa dengan nilai kerugian negara yang besar. Perbedaan kedua pasal tersebut 

berimplikasi langsung terhadap berat-ringannya ancaman pidana, sehingga 

memerlukan kajian mendalam terkait dasar pertimbangan hakim dalam 

menentukan unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. 

Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji 

pembuktian unsur mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan pidana) dalam 

konteks kepala desa sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan 

administratif. Studi terhadap Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg 

menjadi penting untuk menilai apakah penerapan Pasal 3 dalam perkara dengan 

kerugian negara yang signifikan telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian 

hukum, dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana korupsi. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan 

ketentuan hukum dalam tindak pidana korupsi Dana Desa masih menyisakan 
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persoalan yuridis, khususnya terkait perbedaan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001. Perbedaan konstruksi unsur delik antara kedua pasal tersebut, 

terutama mengenai unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan 

kewenangan, memiliki konsekuensi langsung terhadap sistem pembuktian dan 

berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim. 

Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg terkait perkara Kepala 

Desa Petanang, majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 3 dengan 

pertimbangan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan yang 

melekat pada jabatannya, namun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1). Penerapan ketentuan tersebut dalam perkara dengan nilai kerugian negara 

yang signifikan menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai ketepatan 

pertimbangan hakim dalam menilai unsur mens rea dan actus reus, serta 

kesesuaiannya dengan asas keadilan dan kepastian hukum. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kepala Desa dalam Kasus Korupsi Dana Desa 

Petanang (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg)”, dengan tujuan 

untuk menganalisis secara normatif pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip 

hukum pidana dan teori pemidanaan yang berlaku. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kepala Desa dalam Kasus 

Korupsi Dana Desa Petanang (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-

TPK/2025/PN Plg) ? 

2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana 4 tahun 9 bulan 

terhadap Kepala Desa sudah mencerminkan Asas Keadilan? 

 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar pembahasan tetap terfokus dan 

menghindari perluasan ke aspek-aspek yang tidak relevan, ruang lingkup 

penelitian ini ditetapkan secara ketat. Objek kajian utamanya adalah penerapan 

sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Kepala Desa Petanang dalam kasus tindak 

pidana korupsi Dana Desa Petanang. Pembahasan ini secara spesifik dibatasi pada 

analisis Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. 

 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian: 

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap Kepala Desa dalam 

kasus korupsi dana desa pada Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN 

Plg, khususnya dalam kaitannya dengan kesesuaian penerapan pasal, 
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pembuktian unsur tindak pidana, serta jenis dan berat ringannya pidana 

yang dijatuhkan. 

2. Untuk mengkaji dan menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap Kepala Desa dalam putusan tersebut, serta menilai apakah 

putusan tersebut telah mencerminkan asas keadilan, baik dari aspek 

normatif, substantif, maupun sosial. 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah signifikan 

bagi pengembangan ilmu hukum pidana, terutama melalui kajian 

mendalam mengenai pertimbangan hakim dan implementasi asas keadilan 

dalam menjatuhkan sanksi pada kasus korupsi. Selain itu, hasil studi ini 

diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang berharga bagi peneliti 

lain yang fokus pada penerapan sanksi terhadap pejabat desa terkait 

penyalahgunaan Dana Desa. 

2. Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi 

aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara adil dan 

konsisten, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam 

meningkatkan pengawasan Dana Desa, serta menjadi referensi akademik 

dalam memahami penerapan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan prinsip keadilan dalam praktik peradilan pidana. 
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E. Kerangka Konseptual 

1. Penerapan 

 

Penerapan adalah proses pelaksanaan atau implementasi suatu aturan, 

norma, atau ketentuan hukum ke dalam tindakan nyata yang dapat 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam proses peradilan. 

Dalam konteks hukum pidana, penerapan tidak sekadar membaca atau 

mengetahui aturan, tetapi meliputi penafsiran, pertimbangan, dan 

pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum (seperti hakim, jaksa, dan 

penyidik) terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Proses ini menjembatani 

hukum yang bersifat abstrak dan umum (undang-undang) dengan fakta atau 

kasus konkret, sehingga norma hukum yang bersifat umum dapat diwujudkan 

dalam keputusan yang bersifat khusus dan mengikat bagi pihak yang 

bersangkutan. 

2. Sanksi pidana 

 

Sanksi pidana adalah konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh aparat 

penegak hukum melalui proses peradilan kepada seseorang yang terbukti 

melakukan tindak pidana. Sanksi pidana bersifat memaksa dan mengikat, 

serta bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera bagi pelaku, 

melindungi masyarakat, dan mewujudkan keadilan. Dalam hukum pidana, 

sanksi pidana merupakan manifestasi dari prinsip nullum crimen sine poena 

(tidak ada kejahatan tanpa hukuman) dan menjadi alat untuk menegakkan 

kepastian hukum. 
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3. Kepala Desa 

 

Kepala Desa adalah pemimpin formal di Indonesia yang menjabat 

sebagai organ utama pemerintahan desa. Selaku pemimpin yang ditunjuk 

pemerintah, Kepala Desa mengemban kewajiban dan tanggung jawab penuh 

atas segala urusan yang berkaitan dengan kemakmuran, kesejahteraan 

masyarakat, serta pembangunan di wilayahnya. Dengan demikian, Kepala 

Desa memiliki serangkaian tugas, hak, dan wewenang yang mendasari 

pelaksanaan pemerintahan desa.
6
 

4. Tindak Pidana 

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang 

dengan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya, baik berupa pidana penjara, 

pidana denda, maupun pidana tambahan. Secara hukum, tindak pidana 

merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (unlawful act) yang 

dilakukan dengan unsur kesalahan (mens rea) dan perbuatan (actus reus) 

tertentu, sehingga memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam undang-

undang. 

5. Korupsi 

 

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat 

publik atau pihak yang diberi wewenang untuk mengelola kekayaan negara 

atau publik, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, 

sehingga merugikan keuangan negara, masyarakat, atau kepentingan umum. 

Secara hukum, korupsi termasuk tindak pidana khusus yang diatur dalam 

 

6
 Rudy,Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa,Bandar Lampung:AURA CV.Anugrah Utama 

Raharja,2022,hlm.21 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 

menekankan aspek penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan laporan keuangan, 

penggelapan, atau tindakan lain yang merugikan keuangan negara. 

6. Dana Desa 

 

Dana Desa adalah alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa 

untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan 

peningkatan kesejahteraan penduduk desa. Dana ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa setiap 

desa memiliki hak untuk mengelola dan menggunakan dana tersebut secara 

langsung dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

masyarakat. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai landasan 

serta acuan bagi penulis dalam membahas permasalahan penelitian ini, sekaligus 

berfungsi sebagai referensi pendukung dalam pelaksanaan penelitian, sebagai 

berikut: 

No Judul Penulis Tahun Fokus Penelitian 

1. Pertanggungjawaba 

n Pidana Kepala 

Desa dalam Tindak 

Rahmawati 2021 Meneliti bentuk 

pertanggungjawaban 

pidana kepala desa dalam 
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 Pidana Korupsi 

Dana Desa (Studi 

Putusan No. 

12/Pid.Sus-TPK/ 

2020/PN Smg) 

  kasus korupsi dana desa 

2. Analisis Yuridis 

terhadap 

Penyalahgunaan 

Dana Desa oleh 

Kepala Desa (Studi 

Putusan    PN 

Mataram) 

Andika 

Pratama 

2022 Fokus  pada aspek 

penyalahgunaan 

wewenang  kepala   desa 

dalam pengelolaan  dana 

desa. 

3. Penerapan Pasal 2 

san Pasal 3 UU 

Tipikor terhadap 

Pejabat Desa dalam 

Tindak    Pidana 

Korupsi Dana 

Desa. 

Sulastri 2023 Menganalisis 

perbandingan penerapan 

Pasal 2 dan Pasal 3 dalam 

berbagai kasus. 

Perbandingan dengan Penelitian Penulis: 

1. Penelitian ini tidak hanya meneliti pertanggungjawaban, tetapi juga 

menganalisis penerapan sanksi pidana dan asas keadilan hakim. 
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2. Penelitian ini berbeda karena membahas penerapan Pasal 3 UU Tipikor dan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. 

3. Penelitian ini mengambil studi kasus tunggal (Putusan No. 21/Pid.Sus-

TPK/2025/PN Plg) dan mendalami aspek proposionalitas sanksi pidana. 

Kesimpulannya : Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu dalam bidang ini 

cenderung hanya membahas isu tanggung jawab pidana atau penyalahgunaan 

kewenangan secara garis besar dan teoretis. Sebaliknya, penelitian ini 

menawarkan analisis yang jauh lebih spesifik dan mendalam, yakni dengan 

berfokus pada penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hukum Hakim dalam 

sebuah putusan aktual yang melibatkan kerugian negara signifikan. Objek studi 

spesifiknya adalah kasus Kepala Desa Samsirin di Desa Petanang, yang 

menjadikannya studi kasus unik dalam konteks korupsi Dana Desa. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang 

mana fokus utamanya adalah pada norma-norma hukum yang berlaku, baik 

yang tercantum dalam peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Pendekatan ini bersifat teoritis dan analitis, menitikberatkan pada pengkajian 

sistem hukum yang ideal (ius constituendum) dan bagaimana seharusnya 

hukum diterapkan berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. Analisisnya akan 

berfokus pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan 
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prinsip-prinsip hukum yang relevan, dengan tujuan untuk mengevaluasi 

kesesuaian penerapan hukum dengan norma-norma tersebut.
7
 

Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan metode penelitian hukum 

normatif. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-

undangan, asas-asas, dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Analisis akan 

menitikberatkan pada data sekunder, khususnya putusan pengadilan di 

Pengadilan Negeri Palembang, yang akan dijadikan sumber utama untuk 

mengevaluasi dan memahami penerapan hukum dalam kasus yang menjadi 

objek penelitian. 

2. Sumber Data 

Penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian 

kepustakaan adalah metode penelitian yang mengkaji studi dokumen. 

Penelitian ini memanfaatkan beragam data sekunder, meliputi peraturan 

perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana 

(doktrin). Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum normatif menggunakan 

analisis kualitatif, di mana data-data yang ditemukan dijelaskan dan diuraikan 

dalam bentuk pernyataan atau deskripsi, bukan disajikan dalam bentuk angka-

angka.
8
 

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan tiga jenis sumber 

data, yaitu: 

 

 

7
 Widelia,Beni,Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif dalam Ilmu Sosiologi, 

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,Vol.9,No.2,2024,Universitas Islam Negeri Sunan Gunung 

Djati Bandung,hlm.2,DOI:https://doi.org/10.3783/causa.v9i2.8263 
8
 Hukumonline,Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir,22 Desember 2022,https 

//www.hukumonline.com 

https://doi.org/10.3783/causa.v9i2.8263
http://www.hukumonline.com/
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a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: 

 

1) Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg. 

 

2) Undang-Undang Nomor 31 Taun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 jo. PP Nomor 8 

 

Tahun 2016 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber data yang berfungsi 

memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap Bahan Hukum 

Primer. Sumber ini diperoleh dari beragam literatur, yang mencakup: 

Buku-buku teks (khususnya hukum pidana dan hukum korupsi), Jurnal 

ilmiah dan artikel, Dokumen, laporan, atau karya ilmiah lain yang 

relevan dan dapat mendukung analisis hukum dalam penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier adalah sumber yang berfungsi sebagai petunjuk 

atau alat bantu penjelasan untuk memahami Bahan Hukum Primer dan 

Sekunder. Bahan ini mencakup berbagai referensi umum, di antaranya 

adalah: Ensiklopedia hukum, Sumber informasi daring (online) yang 

relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan (library research). Metode ini merupakan pendekatan yang 

mengandalkan bahan pustaka atau literatur sebagai sumber data utama, dan 

tidak  melibatkan  pengambilan  data  langsung  dari  lapangan.  Studi 
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kepustakaan diterapkan untuk menghimpun data yang bersumber dari 

berbagai dokumen hukum dan literatur lain yang relevan dengan isu yang 

diteliti. 

4. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian hukum normatif ini dilaksanakan dengan 

metode analisis kualitatif. Metode ini mencakup kegiatan menafsirkan dan 

mengkaji secara mendalam seluruh bahan-bahan hukum yang telah 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang bersumber dari bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian dianalisis secara sistematis 

dengan tujuan menemukan kejelasan norma hukum serta mengevaluasi 

kesesuaian penerapan hukum terhadap kasus yang menjadi fokus penelitian. 

Melalui analisis ini, peneliti berupaya mengevaluasi kesesuaian antara 

teori hukum pidana dengan praktik penerapan sanksi pidana terhadap Kepala 

Desa dalam kasus korupsi Dana Desa. Selain itu, analisis ini juga bertujuan 

untuk menilai sejauh mana penerapan hukum yang dilakukan berhasil 

mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. 

 

 

H. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling 

berkaitan satu sama lain, diantaranya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 
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konseptual, review penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat dasar teori dan tinjauan pustaka yang relevan untuk 

mendukung analisis penelitian. Subbab yang dapat dimasukkan: Tinjauan 

Umum tentang Tindak Pidana korupsi, Penerapan Sanksi Pidana dalam 

Hukum Pidana Indonesia, Kedudukan dan Tanggung Jawab Kepala Desa, 

dan Pengaturan Dana Desa, Teori-teori yang menjadi acuan dalam 

penelitian. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini membahas Analisis Terhadap Putusan Nomor 21/Pid.Sus-

TPK/2025/PN Plg. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 

menerapkan Sanksi Pidana terhadap Kepala Desa Samsirin dalam Perkara 

Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Petanang, Penerapan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kepala Desa 

Samsirin telah sesuai dengan asas keadilan. 

BAB IV PENUTUP 

Bab penutup akan menyajikan kesimpulan dan saran-saran yang 

diperoleh dari hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 
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